PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN

Menimbang

Menainnat

RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARL

bahwa dalam rangkalebih meneoptimalkan pelaksanaan
Otonomi Daerah dan penuelolaan kewerrangan Kota
dipandang  perlu untuk melakukan pecubahan dan
penyempumaan Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa perubahan dan penyempurnaan organisasi Perangkat
Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efesiensi dan
efktifitas penyelenggaraan togas umum pemerintahan dan
pembangunan sehingga akan |ebih mendorone kemarnpuan,
days saing dan kemandirian Daerah ;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini
perlu dketapkan dengan Peraturan Daerah.

Undans-Undang Nomor 9 Tahun 1999 teMang Pembemukan
Pemerintah Kotamedya Daerah Tingkat || Banjarbaru
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3822);

Peni enitaabdrnBmey Norfbretdbaban Msgatenteabun 1999
Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perhnbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat dan Dacrah
( Lembaran Neeara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahat
Lembaran Negara Nomor 3840);

4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan

atas Lindang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Namur
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Ptaintah Nomor 25 Tahun 2000 tentane

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, lambahan Nenara Nomor 3952);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentann

Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Peamdang-undanstan dan Bentuk
Rancanaan Undang-undang, Rancanaan Peraturan
Pemerintah. clan Rancangan Keputusan Presiden.

Peraturan Daerah K ota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kea Perangkat
Daerah dan Sekretariat Delman Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29).

Peraturan Daerah K ota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru. (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 35).

Dengan Parsetujuan

REMATVESERMWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA B.ANJARBARIJ

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAII
KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAS1 DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daweb Kota Banjarbaru Nornor 20 Tahun 2000
lentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Banjarbaru, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan BAB 0 pasal | hutuf V diubah dan ditambah sehingga menjadi befounyi sehaeai

berikut:

v.  Kelompok Jabalan Fungsional Adalah kelompok jabatan yang oleh karma

fungsinya diperlukan unntk mendukur_u
pelaksanaan tugas  pokok  oraanisasi
kelentbagaan Perangkat Daerah.




2. Ketentuan BAB |11. pasal 7, 8 dan pasal 9 diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut

Pasal 7
Badan — Badan terdiri atas

1. Baden Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Periindungan Masyarakat

Pasal 8
Dinas-Dinas terdiri atas :

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Dinas Pendidikan.
Dinas K esehatan.
Dinas Pertanahan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Tenaaa K erja dan Koperasi.
Dinas Pertambangan dan Linskunaan Hidup.
Dinas Perhubungan.
Dinas Pertanian dan K ehutanan.
. Dinas Tata Kota
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
. Dinas Penselolaan Pasar.
. Dinas Kependudukan dan Canaan Sipil.
. Dinas Pendapatan Daerah.

©CENOG AN E
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Pasal 9

Kantor Kantor terdiri aas:
« 1. Kantor Pengolah Data Elektronil,
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praia.
3. Ketentuan Pasal 11 angka | huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut
b. Bahian-Bagian terdiri alas:

Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas:

a). Sub Bagian Otonomi dan Bina Perangkat Daerah.

6) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan

lviasyarakat.

2) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas:
a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undannan.




3)

A).

5).

6).

7).

8).

9).

b). Sub Bagian Bantuan Hukurn
). Sub Bagian Dokurnentasi dan Info Ilulcurn.

Bagian Organisasi terdiri atas:
a). Sub Bagian Kelembagaan.
b). Sub Bagian Ketatal aksanaan

Bagian Ekonomi terdiri atas:

a). Sub Bagian Pember dayaan Ekonomi dan Produlcsi Daer ah.

b). Sub Bagian Penanaman Modal
¢). Sub Bagian Pemsahaan dan Perbankan.

Bagian Pembangunan terdiri atas:
a). Sub Bagian Penyusunan Program.
b). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

a). Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual.
b). Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Perlengkapan terdiri aas :

a). Sub Bagian Analtsa Kebuzuhan.

b). Sub Bagian Pengadaan.

a). Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.

Bagian Umum terdiri atas:

a). Sub Bagian Pelayanan Komunikasi.

b). Sub Bahian Protokol dan Perjalanan Dims.
¢). Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip.
d). Sub Bagian Kepegawaian.

Bagian Kcuangan terdiri alas:
a). Sub Bagian Anggaran.

b). Sub Bagian Perbendaharaan.
¢). Sub Bagian Pembukuan.

d). Sub Bagian Verifikasi.

10). Bagian Humus terdiri atas :

11)

Ketentuan Pasta 11 angka 3 huruf b dihapuskan selanjutnya ketentuan pasal 11 angka 3
huruf ¢ menjadi huru,rib

Ketentuan pasal 11 angka 3 setelah huruf b diubah dan diganti dengan huruf ¢ sehingga

a). Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan.

b). Sub Bagian Perpusrakaan, Dokumentasi, dan Infumlasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

menjadi berbunyi sebagai berikut :




c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

1).

2).

3).

2.

5).

6).

Kepala Badan

Sekretariat terdiri atas

a). Subbagian Perencanaan

b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
). Subbagian Keuangan

Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Hubungan arrtar Lembaga terdiri atas

d). Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa

b). Sub Bidang Demokratisasi dan Wawasan K ebangsaan

¢). Sub Bidang Hubungan Lembaga L egislatif— Eksekutif dan
Penyelenegara Pendia

d). Sub Bidang Hubungan Ormbs, Profesi, LSM dan Paapol

Bidang Pengkajian Masalah Strates Daerah terdiri atas :
). Sub Bidang Ketentraman clan Ketertiban
b). Sub Bidang | poleksusbud

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
a). Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan SDM Satuan Linmas
b). Sub Bidang Periyelamatan dan Rehabilitasi

Kelorrrpok Jabatan Fungsional

6. Ketentuan pasal 11 angka 5 huruf a diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

a Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri alas

1).

2).

3).

4.

5).

Kepala Dinas

laa ari. TatalJsahaterdiri atas:
a). Subbagian Umum

b). Subbagian Kepeciawaian

c). Subbagian Kcuangan

Sub Dines Bina Pengembangan Prasarana Permukiman terdiri atas :
a). Seksi Perencanaan Teknik

b) Seksi Permukimen dan Pengelolaan Perumahan

c). Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan

Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Air dan Prasarana

Irigasi terdiri atas :

a). Seksi Perencanaan Teknik

b). Seksi Pcngembangan Prasarana Sungal. Rawa, Danau dan
Sumber Daya Air

). Sakti Pengembangan Prasarana Irigasi

Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan terdiri atas :
a) Seksi Perencanaan Teknik

b). Seksi Jean dan Jembatan

c). Seksi Perneliharaan Jalan dan Jembinan




6).

7).

8).

9).

Sub Dinas Bina Pengembangan Konstruksi terdiri eras:

a). Seksi Pengkapan dan Peneembangan Teknologi Konstruksi
b). Seksi Penynluhan dan Bimbingan Tetailk

c). Seksi Pengendalian dan Uji Mutu

d). Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi

Sub Dinas Logistik dan Peralaian terdiri atas :
a). Seksi Perencanaan dan Peneadaan
b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Petaksana Teknis Dines

7. Ketentuan angka 4 huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

b. Dines Pendidikan terdiri atas :

1)

2).

3).

6).

7.

Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha terdiri atas

a). Subbag Perencanaan

b). Subbag Umum dan Kepegawaian
c). Subbag Keuangan

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri ants :

a). Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah
b). Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah

c). Seksi Subsidi dan Bantuan

Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menorah terdiri atas :
a). Seksi Kesiswaan dan Kurikulum

b). Seksi Bina Tenaga Guru

c). Seksi Perpustakaan Sekolah

Sub Dinas Bina Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olah
Raga terdiri axas :

a). Seksi Pendidikan Masyarakat

b). Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan

c). Seksi Olah Baia

Kelompok Jabatan Fungsionai

Unit Teknis Dina

S. Ketentuan pasal 11 angka 4 huruf h diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

h.Dirtas Perhubunean terdiri atas

1).

Kepala Dinas




2), Bahian TataUsahaterdiri atas
a). Subbag Perencanaan
b). Subbag Umum dan Kepegawaian
c) Subbae Keuangan

3). SubDinasLaluLintasterdiri atas:
a). Seksi Manajemen Lalu Lintas
.b) Seksi RekayasaLau Lintas
¢). Seksi Bimbingan Keselarnatan dart Ketertiban

4).  Sub Dinas Angkutan terdiri atas
a). Seksi Angkutan Orang
by Seksi Angkutan Barang
c). Seksi Angkutan Khusus

5).  Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasaranaterdiri atas:
a). Seksi Kendaraan dan Perlengkapan
b). Seksi Terminal
c). Seksi Perparkiran

6). Kelompok Jabatan Fungsional

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Ketentuan pasal 11 angka 4 hurufj diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :
j. DinesTataKotaterdiri atas:
1). KepaaDinas

2). Bagian TataUsahaterdiri atas:
a). Subbagian Perencanaan
b). Subbagian Umum dan K epegawaian
¢). Subbagian Keuangan

3). Sub Dinas Tata Ruang terdiri atas :
a). Seksi Survey dan Pemetaan
b) Seksi Perencanaan Tata Ruang
). Seksi Perijinan Tata Rearm

4).  Sub Dinas Tata Bangunan terdiri atas
a). Seksi Perencanaan Tata Bangunan
b). Seksi Perijinan Bangunan
c). Seksi Pengawasan Bangunan

5)  Sub Dinas Penyehatan Linekungan terdiri atas:

a). Seksi Kebersihan

b). Saks]. Pertarnanan dan Penerangan Jalan Umum
6). Kelompok Jabatan Fungsional.

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas




10. Diantara Ketentuan pasal 11 huruf j dengan huruf O disisipkan ketentuan jl. yang berbunyi
sebagai berikut :

J1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas
1). KepalaDints

2).. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a). Subbagian Perencanaan
b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
c). Subbagian Keuangan

3). Sub Dinas Kebudayaan terdiri atas
a). Seksi Bahasa dan Kesenian Daerah
b). Seksi Sejarah
a). Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan

4).  Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata terdiri etas:
a). Seksi Obyek dan Atraksi Wisata
b). Seksi Relcreasi dan Hiburan Umum
c). Seksi Akomodasi, Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata

5).  SubDinasBina Promosi dan Pengembangan Pariwisata terdiri alas
a). Seksi Pengkajian, Promesi dan Pengembangan Wisata
b). Seksi Bimbingan dan Peran Serta Masyarakat

6). Kelompok Jabatan Fungsional
7). Unit Pelaksana Teknis atlas

11. Dalam pasal 11 seielah huruf I ditambahkan ketentuan huruf m sehingga berbunyi sebagai
berikut

na. Dines Pendapatan Daerah terdiri dari :
1). KepaaDims

2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a). Subbagian Perencanaan
b). Subbagian Umum dan K cpcgawatan
c). Subbagian Keuangan

3).  Sub Dinas Pendataan, Panetapan dart Pengembangan terdiri atas :
a). Seksi Pendataan dan Pendaftaran
b). Seksi Penetapan
¢). Seksi Pemeriksaan
d). Seksi Penekajian dan Pengembangan Pendapatan

4).  Sub Dinas Pendapatan dan Penerimaan Daerah terdiri eras
a) Seksi Pajak Daerah
b). Seksi Rerribusi Daerah, Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
¢). Seksi Dana Perimbangan, Bagi Basil, DAU / DAK dan Pinjaman Daerah
d). Seksi Pertimbangan dan Keberatan




5).  Sub Divas Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
a). Seksi Pembukuan Penerimaan
b). Seksi Pembukuan Persediaan
¢). Seksi Pelaporan

6). Kelompok Jabatan Fungsional

7):  Unit Pelaksana Teknis

12. Ketentuan pasal 11 angka 6 setelah bumf d ditambah dengan ketentuan huruf e, sehingga
berbunyi sebagai berikut

e. Unit Pelaksana Teknis Dims ( UPTD ), ttrdiri atas

1). KepalaUPTD

2). SubBagian TataUsaha

3).  Seksi-seksi

4).  Keompok Jabatan Fungsional

Patti 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuirtya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
PadaTang.1 15=.; 20 2001
V . IKOTA BANJARBARU
[ =0\4....,
! 7'1's%% -1 ,i,UDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru

Pada 16 =2i 2001 "4,
4

ns Dae h ota Banjarbaru

Sel.DAIRA

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun
Nomor 33 Tabun 2001




LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH ROTA BANJARBARU

Nomor 01 T501111 2001
RAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAI | Tonggol 15 2 + 2001
KOTA BANIARRARK
"WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
SEKTRETARIAT DAERAH KOTA
L
KELM 'OS
JAIATSN ASISTEN TATA PRAJA ASISTEN E.KON0101 DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINIS I 'IASI
PI VISION/O.
L
RAGLAN _— ﬁéG'AN RAGIAN BAGIAN DAMAN KESIAIN EIZAAN IAGIAN MCI AN
TATA PRIERINTAIIAN RS ANDAN DISCANISASI  LOITNUMI ~ PEACIANNAN AN - [MB SINID:AFAN S 1IIANGAN | 1SSAS
SIITBACHAN SlBC, SCUBA. SUBBAD SUBIIAC SUBBAG SLIBB.U. SUBBAD 5111111BU
)N )S11 DAN BINA JIERATURAN ELEAMAGAAN | DENIBERDAVAAN PENYUSUNAN AN AMA DAN PELANANAN INGGAS AN PI SMESITA/IN
PERANSIKAT PERUNDANG. ESONOM111,. PROGRAM MENTAL KEBUTUEIAN A1 AT ANIKA DAN
DAIR, PRODUKSI
DAIICAI1 TAU S0inCO i S“B”/T/LAJRAA N
; PIEQ'10KOL ———
S ISIGIAN suBBAG SuMAC, SHIBA, EVALONsi NTLIAN AN o NS DAN 11,1 US | AAAN
| Sll:r‘\:q'l,'\Al AN DANTUAN HUMS \ LASSANAAN PENANAMAN li IAnnxrAsT PEIDAFANAN SOMAG DOKLISIENTASI
et sosIAL b EMBUS BAN DAN INFORNIAS|
DINH SID DAT SAN SIBBAG
IBASVAIIASNI' 51.111BAG SUBBAG SHILLIACT MAW)
DOKUMF FASI DAN BEIBISAILAAN DA PEA.1131IRDAVAA *J GMBH DAN SUI13A0
" INFO IT-BRUNT IIERBANN AN IENDISTRIBUSIAN RS, I VERISIFASI
LIKOTA BANJARRARU, SIPECAWAIAN

RUDY RESNAWAN




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SANJARBARU

NoMOr ‘o1 Tatum 2001
HAGAN : SUSUNAN ORGANISASI Tanggal :15 — 2 — 2001
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEPALA

KOTA BANJARBARU

SFKRETAIII AT

SUBBACI AN SUBBAGI AN SUBBAGIANT]
PERENCANA AN UMUM 1:P:U ANCAN
KEPEGAWAIAN
. BIDANG
K .OMI'UK BINA KESATUAN BIDANG BIDANG
JABATAN
FUNGSIONAL BANGSA DAN RENGKAJIAN MASALAH PERLINDUNGAN
HUBUNGAN ANTAR STRATEGIS DAERAH MASYARAKAT
LEMBADA
J
PE&%&S&R’QNDCAN SUB BIDANG 51113 13DANGi
KETAHANANBANGSA . KEMNTRAMAN KESIAGAAN DAN
DAN KETERTMAN PENINGKATAN SDN1
SATUAN LIMA/6
SUB BIDANG
%imoxiwgﬁﬂ SUB MAN() SUB BIDANG
KEBANGSAAN ’ IROLEKSOSBUD PENVFLAMATAN
DAN REHABILITASI
SIDE 111DANU
1111111INGANL.14,413ADA
1E201,ATII-
EKSENIMF DAN
PENYFLENGGARA LIKOTA BANJARBARU
A SIZE HWANG
IRIBUNCAN ()BMA& RUDY RESNAWAN
MORES!, LSM DAN
PARROI,




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

SAGAN SUSUNAN ORGANISASI Nomor p1 Tahun 2001
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA ' KNPALA DINAS angga 15 — 2 t-
WILAYAH KOTA BANJARBARU
BAG1AN
TATA USAFIA
SUI313AG SULIBAG U41313410
UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN
KELOMPOK SUB DINAS
SUB DINAS J SUB DINAS SUB DINAS
] J;:g/\;c/)\hl‘i . BINA PINDIMIANDAN S"ﬂ% EE{NSET“;'\B:I’;%‘X‘,‘\‘ PI4MIEMBANGAN NINA PENGEMBANOAN et Sﬁg% Al\Dr\l"\;é:AL ATAN
I'l ASARANA PERMUKIMAN PRASARANA JALAN -
PRASARANA IRIGAST KONSTRIKSI
SEKSI SEKS SEKSI TNUI o DAN SEKSI
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PENGEMBANGANI PERENCANAAN DAN
TEKNY( TEKNTK TEKNTK TEKNOLOGI PENGADAAN
KONSI RUKSI
SEKSI
—HPERMDKIMAN DAN SEKSI SEKSI
P7NDIS.DIAAN PENGEMDANGAN SEKSI SEKS
pliRLIMAI IAN PRASAItANA JALAN DAN KSI —1 orn izAsi DAN
RAWA,DANAU DAN JEMBATAN PENTULDIIAN DAN PEM 1:1.111ARAAN
R OMBER DATA AR IIMINNUANTEKNIK
SEKSI
AIR HERSH | DAN
PRASARANA - ;
; SEKSI SEKSI SEKSJ
LINGKUNGAN PENGEIVIBANGAN PENIFLUIARAAN FPHOEMALIAN DAN',
PRASARANA IRIGAS UMMVILIL.,
ISMIMIAN vy .., W LIKO'I'A BANIARB:RU

UPTD

4, rasS>;

RUDY RESNAWAN




DINAS PENDIDIKAN

INELOMPOK
JABATAN
FUNGS10ONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAWIPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

Komar 01 TalRIA 2001
KOTA BANJARBARU Tanggal 15 - 2 5001
FKEPALA DINAS
BAGIAN
I'ATA USAILA
SUBBAG
SUMAC UMUM SUBBACI
PERENCANAAN KEBEGAWAIAN KE1JANGAN i
SUB binas SUB DINAR SUB DINAS
SARANA DAN ININDIDIKAN DASAR DAN BMA RENDIDIKAN
REASANANA MBNIINGAI MASYARAKNI' ILIUM
DAN OLAI | RAGA
SIIKSI SEKSJ
HIMBANOUNAN DAN KESISWAAN DAN SEKSI
TMIMELIDARAAN KURR:1_1E11Ni PEN laIDIKAN
ca1DUNG SEKDIAI | MASYARA KA
SEKSI SEKSI
el DAN SEKSI KI11411vRIDAAN DAN

PERALATAN SEKOLAII

SEKSI
SUBSIDI DAN
BANTUAN

BINA 1 ENAUA CEBU

SEKSI
PEREUSTAKAAN
SEKDLATI

UPTD

sl 1AM11KAAN

SEKSI
CLADRIA.qY -

TA BANJARBARU



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS RERNUBUNGAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

KOTA BANJARBARU Nomor H 0115 jahun 2001
Tanggal . - 2 2001
KEPALA DINAS
BAGIAN
TATA USAI-IA
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
c /MUM KEUA NG AN
EERENCANAAN KEELGAWAIAN
AGATAN. SuB DINAS ANGKOTAN E1N 1O SABANA DAN
LALU LINTAS
FUNGSIONAL PEASANANA
SEKSI SEKSI SEKSI
MANAJLMEN EALU ANGKUTAN ()RAND KIINDARAAN1/AN
UNITAS PERLENCIKAPAN
SEKSI 5E1(51 SEKSI
REKAYASA LAID ANDKUTAN IIARAND TERMINAL
W |IKOTA BANJARBARLA1
SEKSI SEKSI
BIAIBINGAN SEKSI PERPARKIRAN
KESELAMATAN DAN ANDKUTAN RUDY RESNAWAN
KETERTIBAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA KOTA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

Nomor : 01 Tahun 2001
KOTA BANJARBARU ool s 5o 2001
KEPALA DINAS
RADIAN
TAT'A USAHA
SUBBAG Saiﬁgi SUBBAG
PERENCANA AN KEPEGAWAIAN KEGANGAN
s
J AFIATAN TATA BANGUNAN
TATA RUANG
FUNGSIONAL. LINGKUNGAN
sr.Ksi
SEKSI 5E1(51
PERENCANAAN TATA
SURVEY DAN TIANGIMAN KEI3ERSIT IAN
PEMETAAN
SEKSI 051 SEKSI
PI :RIAMANAN DAN
PEREN;SENAQN IAIA PERIJINAN BANGUNAN PENERANGAN JALAN W  KOTA BANJARBARU
UMIIM
SEKSI SE11
PERIJINAN TATA FI NGAWASAN UDY RESNAWAN

RUANG 3ANGUNA

IIPTD




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA BANJARBARU
KELOMPOK SUB DINAS
MEATAN KEBUDAYAAN
PUNGSIONAL
ASI

13AliAsA DAN KI1SENIAN

SEKSI
SCJARAI

SEKSI
~#&= PERMUSEUMAN DAN
KEPURBAKALAAN

KEPALA DINAS

SuB DINAS
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